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TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG 
MENJADI KEWENANGAN PEMKAB 

Alasan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah urusan yang menjadi kewenangan 
daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah 
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, seperti 
Pendidikan Dasar, Kesehatan, lingkungan Hidup, Perhubungan, Kependudukan dan 
sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan 
yang diprioritaskan oleh Pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait 
dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi 
kekhasan daerah. 

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan 
oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan 
tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, namun 
mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka 
prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan 
urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat 
disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah yang bersangkutan. 

Disamping itu juga untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / 
Kota, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. (Balitbang/21). 

 


